MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 43/Permentan/OT.140/10/2009

TENTANG

GERAKAN PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI

Menimbang

Mengingat

PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 22

Tahun 2004 telah ditetapkan kebijakan Percepatan
Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis
Sumber Daya Lokal,

. bahwa dalam rangka mendorong terwujudnya

penyediaan aneka ragam pangan dan peningkatan
konsumsi pangan yang berbasis  potensi
sumberdaya lokal dan sekaligus menindaklanjuti
Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009,
maka perlu menetapkan Gerakan Percepatan
Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis
Sumber Daya Lokal;

. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang

Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun
2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4437);



3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999
tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara
Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3867);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002
tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara
Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4254);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004
tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 108,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4424);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4737);

7. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004
tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;

8. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik
Indonesia juncto Peraturan Presiden Nomor 62
Tahun 2005;

9. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang
Unit Organisasi dan Tugas Eselon | Kementerian
Negara Republik Indonesia;

10.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang
Dewan Ketahanan Pangan;

11.Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang

Kebijakan Percepatan Penganekaragaman
Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
12.Peraturan Menteri Pertanian Nomor

299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Peraturan

Menteri Pertanian Nomor
11/Permentan/OT.140/2/2007;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor

341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan
Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian
juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor
12/Permentan/OT.140/2/2007,



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG
GERAKAN PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN
KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA
LOKAL.

Pasal 1

Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan berbasis
Sumber Daya Lokal, seperti tercantum pada lampiran sebagai bagian
tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Pasal 2

Gerakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, merupakan upaya
percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya
lokal yang dilakukan oleh pemangku kepentingan dalam melaksanakan
kegiatan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, pengendalian,
dan penganggaran.

Pasal 3

(1) Pemangku kepentingan  dalam melaksanakan kegiatan,
perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, pengendalian, dan
penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berkoordinasi
dengan Dewan Ketahanan Pangan.

(2) Pada tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota pengaturan kegiatan
sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dijabarkan dalam Rencana
Bisnis Penganekaragaman Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
sebagai bagian integral dari Rencana Pembangunan Daerah.

Pasal 4
Pemangku kepentingan dapat menindaklanjuti peraturan ini dengan

petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis gerakan percepatan
penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.



Pasal 5
Peraturan Menteri Pertanian ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Oktober 2009
MENTERI PERTANIAN,
ttd
ANTON APRIYANTONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Oktober 2009

MENTERI HUKUM DAN HAM
REPUBLIK INDONESIA

ttd
ANDI MATTALATTA
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